BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2011
TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Menimbang

Mengingat

DALAM PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

a. bahwa Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

1.

tentang Penetapan Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah
Dalam Pengenaan Pajak Air Tanah telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 201 1;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2011 tentang Penetapan Besarnya Nilai
Perolehan Air Tanah Dalam Pengenaan Pajak Air Tanah
tidak sesuai dengan nomenklatur pada saat ini sehingga
perlu diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan
Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Pengenaan
Pajak Air Tanah;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
Undang-Undang Nomor 33 Tanhun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5045);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang

Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik



Menetapkan

Indonesia Nomor 4859);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun
2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4).
MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37
TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI
PEROLEHAN AIR TANAH DALAM PENGENAAN PAJAK AIR
TANAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Nomor
37 Tahun 2011 Tentang Penetapan Besarnya Nilai
Perolehan Air Tanah (NPAT) Dalam Pengenaan Pajak Air
Tanah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011
Nomor 37) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Tabanan.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Tabanan.

5. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan

dan/atau pemanfaatan air tanah.



6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah
atau bantuan dibawah permukaan tanah.

7. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disebut
NPAT adalah harga dasar air tanah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 3 Juli 2020
'BUPATI TABANAN,
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Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN
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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 42
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